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PENGUATAN PRINSIP ITIKAD BAIK
DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN
LISENSI MEREK*

Agung Sujatmiko
Dosen dan Ketua Departemen Hukum Perdata Fakultas Hukum Unair

Abstrak

~ Perjanjian lisensi merek merupakan sarana untuk memanfaatkan hak ekonomi yang
dimiliki oleh pemilik merek. Untuk menghindari masalah-masalah yang timbul di
kemudian hari, para pihak diharuskan untuk membuat dan melaksanakan perjanjian
dengan penuh kejujuran dan itikad baik. Untuk itu prinsip itikad baik yang menjadi
salah satu pilar dalam perjanjian lisensi merek perlu diperkuat agar pelaksanaan per-
janjian lisensi tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Beberapa masalah yang
sering timbul terkait dengan prinsip itikad baik ini adalah para pihak tidak melaksanakan
kewajibannya sebagaimana yang tercantum dalam isi kontrak, misalnya penerima lisensi
tidak membayar royalty, pemberi lisensi tidak memberikan bantuan tenaga ahli yang
dibutuhkan, dan sebagainya. Penguatan prinsip itikad baik, akan meminimalisasi
terjadinya sengketa di antara para pihak, sehingga tujuan perjanjian dapat terlaksana
dengan baik. Paper ini akan menganalisis penguatan prinsip itikad baik dalam
pelaksanaan perjanjian lisensi merek.

Kata kunci: itikad baik, perjanjian, lisensi, merek.
‘1. PENDAHULUAN

Sebagai salah satu kontrak bisnis, perjanjian lisensi merek didalamnya terkandung beberapa
Prinsip hukum kontrak yang menjadi pijakan bagi para pihak untuk membuat dan melaksa-
nakannya. Prinsip-prinsip hukum kontrak tersebut terdapat dalam BW. Prinsip-prinsip hukum
kontrak tersebut merupakan dasar yang harus dipatuhi oleh para pihak, agar perjanjian lisensi
yang dibuat tidak merugikan salah satu pihak dan dapat dilaksanakan secara adil. Pelaksanaan
Perjanjian lisensi merek menggunakan prinsip-prinsip hukum kontrak yang terdapat dalam
R —

Tah *Paper ini merupakan ringkasan sebagaian dari Disertasi Penulis Pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya
un 2010, dengan Judul Perlindungan Hukum Merek Terkenal Melalui Perjanjian Lisensi



perjanjian pada umumnya. Salah satu diantaranya adalah prinsip itikad baik. Prinsip tersebyt
sangat urgent, mengingat dalam pelaksanaan perjanjian lisensi sangat rentang terjadinya
perselisihan diantara para pihak yang disebabkan karena terjadinya itikad tidak baik (buruk)
dari para pihak. Beberapa perbuatan yang dilakukan para pihak terkait dengan pelaksanaan
perjanjian lisensi yang mengarah pada itikad tidak baik misalnya pihak penerima lisensi tidak
membayar royalty secara benar, misalnya membayar royalty tidak tepat waktu, membayar royalty
kurang dari nilai yang diharuskan dan sebaginya. Pada sisi lain ada kemungkinan pemberi lisens;
menghentikan kontrak lisensi di tengah jalan, yang mengakibatkan kerugian bagi penerima lisensi,

=

Beberapa hal tersebut mengharuskan adanya penguatan itikad baik dalam pelaksanaan
perjanjian lisensi merek. Penguatan prinsip itikad baik sangat berguna untuk meminimalisasi
sengketa diantara para pihak dalam pembuatan dan pelaksanaan perjanjian lisensi merek.

2. PENGUATAN PRINSIP ITIKAD BAIK

Yohanes Sogar Simaora menyatakan bahwa prinsip itikad baik (good faith) mempunyai
fungsi yang sangat penting dalam hukum kontrak. Prinsip itikad baik tidak saja berlaku pada
tahap pelaksanaan, tetapi juga pada tahap penandatangan dan tahap sebelum ditutupnya suatu
kontrak.! Lebih jauh Yohanes Sogar Simamora berpendapat bahwa terdapat dua makna itikad

rRegaoasd< Haoa=mg

baik. Pertama, dalam kaitannya dengan pelaksanaan kontrak sebagaimana ditentukan dalam ﬁ
pasal 1338 ayat (3) BW. Dalam kaitan ini itikad baik atau bona fides diartikan perilaku patut dan
layak antar kedua belah pihak (redelijkheid en bilijkheid). Pengujian apakah suatu tingkah laku y.
itu patut dan adil didasarkan pada norma-norma obyektif yang tidak tertulis. Kedua, itikad ni
baik juga diartikan sebagai keadaan tidak mengetahui adanya cacat, seperti misalnya pembayaran sé
dengan itikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1386 BW.? B
Prinsip itikad baik ini merupakan suatu hal yang esensial dalam pelaksanaan perjanjian. sy
Timbulnya sengketa pada suatu perjanjian, biasanya juga bermula dari itikad baik dari para pe
pihak dalam melaksanakan perjanjian yang mereka buat bersama. Amanat yang diberikan
Pasal 1338 ayat (3) B.W. telah tegas bahwa para pihak dituntut kejujurannya untuk melaksanakan Ki
perjanjian yang telah mereka buat sebelumnya dengan itikad baik. Itikad baik itu tidak hanya ta
dalam pelaksanaan perjanjian, tetapi juga dalam pembuatan perjanjian.? af
Prinsip itikad baik dalam perjanjian lisensi merek dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai yang Ki
hidup dalam masyarakat dan tuntutan isi dalam perjanjian itu sendiri. Itikad baik itu ter- be
implementasi pada hak dan kewajiban masing-masing pihak secara seimbang dan harus | ye
dilaksanakan dengan baik oleh para pihak. Masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban yang 3
harus dilaksanakan dengan itikad baik sehingga tidak merugikan pihak lainnya. Baik licensor -
maupun licensee tidak boleh melanggar kesepakatan yang telah mereka buat sebelumnya.
Pelaksanaan hak dan kewajiban ini, para pihak dituntut untuk melaksanakan klausula klausula |
yang telah menjadi kesepakatan bersama, yang antara lain tentang hak dan kewajiban, pem- P
bayaran royalty, pengakhiran perjanjian lisensi, dan sebagainya. Oleh karena itu, prinsip itikad K/
baik dalam perjanjian lisens merek memerlukan kejujuran sebagai landasan operasionalnya. ba
Asas itikad baik ini sangat penting, karena salah satu perselisihan yang timbul dalam kontrak i:‘
disebabkannya karena perselisihan akibat pelanggaran kontrak perjanjian lisensi HKI.* Oleh mi
karena itu perjanjian lisensi HKI, harus dilaksanakan berdasarkan prinsip itikad baik, supaya In
tidak timbul sengketa di kemudian hari. Asas itikad baik dalam perjanjian lisensi merek juga i
Pu

' Sogar Simamora, Prinsip Hukum Kontrak Dalam Pengadaan barang Dan Jasa Oleh Pemerintah, Disertasi,
Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2005, h. 33 (sclanjutnya disebut Yohanes Sogar Simamora I} ——

2 Ibid. :

*Ibid., h. 37.

* Newsletter, No. 57 Edisi Juni 2004.
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fersirat dalam Pasal 48 UUM, yang menyatakan bahwa Penerima Lisensi yang beritikad baik,
jetapi kemudian dibatalkan atas dasar adanya persamaan pada po.ko%nya.atau .keseluruhannyz?
dengan merek lain yang terdaftar, tetap berhak melaksanakan perjanjian lisensi tersebut sampai
dengan berakhirnya jangka waktu perjanjian lisensi.

Ketentuan tersebut dengan jelas melindungi adanya itikad baik penerima lisensi bahwa
mereka tetap berhak menggunakan suatu merek yang dibatalkan oleh pengadilan karena
mengandung persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek lain yang terdaftar.
ftikad baik penerima lisensi dalam hal ini berupa ketidaktahuan bahwa ternyata merek yang
digunakannya bermasalah di kemudian hari, namun pada saat perjanjian dibuat ia tidak
mengetahuinya. Lebih lanjut Pasal 48 ayat (2) dan (3) UUM menyatakan bahwa sebagai seorang
yang beritikad baik ia tidak diwajibkan membayar royalti kepada pemilik merek yang dibatalkan,
tetapi kepada pemilik merek yang sebenarnya. Jika pembayaran royalti terlebih dahulu telah
dibayarkan sekaligus pada pemberi lisensi, maka pemberi lisensi tersebut harus menyerahkan
bagian dari royalty kepada pemilik merek yang tidak dibatalkan yang besarnya sebanding
dengan sisa jangka waktu perjanjian lisensi. Apa yang terkandung dalam ketentuan di atas,
merupakan bukti bahwa asas itikad baik telah menjadi salah satu persyaratan dalam pembuatan
perjanjian lisensi merek. Para pihak harus menjunjung tinggi prinsip tersebut, agar perjanjian
lisensi dapat berjalan dengan baik dan tidak menimbﬁlkan_masalah di kemudian hari.

Prinsip-prinsip perjanjian lisensi merek tersebut pada dasarnya merupakan prinsip umum
yang terdapat dalam BW, hal ini disebabkan karena praktek Perjanjian Lisensi Merek di Indo-
nesia selama ini, sebelum terbentuknya Keputusan Presiden yang mengatur tentang lisensi merek
sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 49 UUM, berdasarkan prinsi-prinsip yang diatur dalam
BW. Meskipun begitu perjanjian-perjanjian yang telah dibuat tersebut tetap berlaku karena
syarat sahnya suatu perjanjian sudah terpenuhi tanpa adanya kewajiban untuk memintakan
pencatatan pada Dirjen HKI. :

Pemerintah dalam hal ini diwakili oleh Dirjen HKI seharusnya segera mengajukan Rancangan
Keputusan Presiden tentang Lisensi Merek yang mengatur mengenai ketentuan bentuk, isi dan
tata cara permohonan pencatatan perjanjian lisensi, sehingga terdapat kepastian hukum dan
apabila terjadi sengketa diantara para pihak dalam perjanjian dapat diselesaikan dengan baik.
Keberadaan Keputusan Presiden yang akan mengatur tentang Lisensi Merek tersebut juga amat
berguna bagi Direktorat Hak Merek dan Dirjen HKI untuk mengontrol setiap perjanjian lisensi
yang bertentangan dengan ketentuan UUM.®

3. BEBERAPA CONTOH KASUS ITIKAD BAIK DALAM PERJANJIAN LISENSI HAK
MEREK DAN PELANGGARAN HAK MEREK

Itikad baik merupakan persyaratan yang harus diperhatikan oleh pendaftar, karena meru-
pakan persyaratan yang diharuskan pasal 4 UUM. Putusan Makhamah Agung RI Nomor 02/
K/N/HaKI 2004 tentang Kasus merek Benetton membuktikan hal itu.s Kasus tersebut menyatakan
bahwa Penggugat adalah pemilik merek terkenal BENETTON yang telah dikenal di seluruh
dunia termasuk Indonesia, dan telah terdaftar di berbagai Negara. Penggugat telah menggunakan
merek ini secara terus menerus, mempromosikan secara gencar merek ini di berbagai Negara,
memiliki reputasi dan kekhasannya yang sudah dikenal oleh masyarakat Internasional termasuk
Indonesia. Pada sisi lain Tergugat telah mendaftarkan merek terkenal BENETTON antara lain
untuk jenis kelas barang dan jasa kelas 349 (rokok, cerutu, tembakau, pipa rokok, korek api).
Putusan tingkat pertama, Pengadilan Niaga telah mengakui bahwa Penggugat adalah pemilik

l * Hubertus Djaluniyoto, Perjanjian Lisensi Merek, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya, Jakarta, 2002,
.1,

¢ Casavera, Op. Cit., h. 70.
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merek terkenal BENETTON, sementara dalam Kasasi, Tergugat menyatakan bahwa gugatan
Penggugat telah melampui tenggang waktu 5 (lima) tahun (Pasal 69 ayat 1) dan adanya perbedaan
penggunaan merek dalam kelas berbeda dengan merek Tergugat untuk rokok (kelas 34). Merek
BENETTON di Italy hanya dikenal untuk pakaian dan sejenisnya, sehingga Penggugat tidak
berhak atas merek BENETTON untuk produk rokok, karena tidak pernah memperdagangkan
rokok tersebut baik di Indonesia maupun di luar negeri. Pendaftaran merck oleh Tergugat tidak
menimbulkan persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen, dan beritkad baik.
Namun dalam Putusan Kasasi, Makhamah Agung tetap menolak Kasasi dari pemohon Kasasj/
Tergugat asal.

Pendaftaran yang telah dilakukan oleh Tergugat merupakan pendaftaran yang beritikad
tidak baik, karena mendompleng ketenaran merek terkenal milik Penggugat, membingungkan
masyarakat dan konsumen karena pasti dianggap bahwa produk Tergugat berasal dari Peng-
gugat atau mempunyai keterkaitan erat dengan Penggugat (connection). Proteksi atas barang
dan jasa yang tidak sama (certain dissimilar goods or services) diakui oleh Pasal 16 angka 2 TRIPs
yang menyatakan:

Article 6 bis of the Paris Convention (1967) shall apply, mutatis mutandis, to services. In deterinining whether a
trademark is well known, account shall be taken of the knowledge of the trademark in the relevant sector of the
public, including knowledge in that Member obtained as a result of the promotion of the trademark.

Selain Tergugat beritikad tidak baik, tergugat juga melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (2)
UUM yang pada intinya menyatakan bahwa jika menyangkut merek terkenal, maka perlin-
dungannya diperluas, tidak hanya untuk barang sejenis saja melainkan juga untuk barang yang
tidak sejenis. Merek BENETTON untuk pakaian milik Penggugat merupakan merek terkenal,
karena telah didaftarkan di banyak negara dan diiklankan secara gencar di berbagai media massa.
Oleh karena itu, merek itu tidak hanya dilindungi untuk pakaian saja, tetapi juga untuk barang
lain, yakni rokok, cerutu, tembakau, pipa rokok, korek api yang didaftarkan oleh Tergugat.
Oleh karena itu, keputusan Makhamah Agung yang menolak permohonan kasasi yang diajukan
oleh Tergugat selaku pemohon kasasi benar dan dapat dipertanggungjawabkan dari segi hukum.

Pada kasus merek Nike, Makhamah Agung melalui putusannya Nomor 220 PK/Pdt/1986
mengabulkan gugatan Nike Internasional Ltd.” Pertimbangan yang dipergunakan oleh Makhamah
Agung bahwa merek Nike yang didaftarkan oleh Lukas Sasmito dibatalkan adalah karena Lukas
Sasmito beritikad buruk karena mendaftarkan merek yang mempunyai persamaan secara
keseluruhan atau persamaan pada pokoknya dengan merek dagang “Nike” milik Nike Interna-
tional Ltd. yang berkedudukan di Oregon, Amerika Serikat. Putusan peninjauan kembali oleh
Makhamah Agung tersebut telah mengalahkan dan membatalkan pendaftaran merek Nike yang
telah dilakukan oleh Lucas Sasmito, demikian juga dalam perkara gugatan sebelumnya.
Makhamah Agung juga berpendapat bahwa Lucas Sasmito sebelumnya telah meminta melalui
surat tertanggal 23 September 1982 dan 2 Nopember 1982 yang pada pokoknya meminta bekerja
sama dalam bidang usaha pembuatan dan penjualan sepatu dengan merek dagang Nike.

Sebagai merek terkenal Nike yang dimiliki oleh Nike International Ltd. merupakan merek
yang telah bertahun-tahun lamanya dikenal oleh masyarakat dengan reputasi yang berkualitas
baik. Nike telah menjadi brand image bagi konsumen karena kualitasnya yang bagus dan
diiklankan secara gencar diberbagai media massa di seluruh dunia. Nike juga telah didaftarkan
di banyak negara, sehingga layak dianggap sebagai merek terkenal. Predikat merek terkenal
tersebut menempatkan Nike sebagai merek yang mendapatkan perlindungan secara khusus
dalam bentuk tidak boleh digunakan untuk barang sejenis dan barang tidak sejenis.

7 Ibid., h. 61.
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Kasus menarik lainnya adalah menyangkut merek air mineral AQUA. Merek ini telah
perulangkali mengalami peniruan dengan berbagai merek yang mirip antara lain, CLUB AQUA,
AQUARIA, dan INDOQUA.® Pertama, pada kasus merek CLUB AQUA, PT. Aqua Golden
Missisipi selaku selaku pemilik merek terkenal AQUA menggugat pembatalan merek CLUB
AQUA yang didaftarkan oleh Konstantin Herry Liemen, dengan alasan mempunyai persamaan

ada pokoknya dengan merek AQUA. Melalui putusannya nomor 757 K/Pdt/1989 tertanggal
30 Maret 1992, Makhamah Agung berpendapat bahwa merek CLUB AQUA mempuyai persamaan
pada pokoknya dengan merek AQUA. Pertimbangan yang dipergunakan adalah meskipun kata
Aqua berasal dari bahasa latin yang berarti air, tetapi kata kata Aqua tersebut dikenal di Indonesia
sebagai jenis barang air mineral (air minum) setelah merek AQUA beredar qli Indonesia. Kedua,
merek CLUB AQUA terdiri dari dua kata, tetapi kata Aqua masih tetap sebagai unsur yang
" dominan, sementa AQUA sebagai merek telah dimiliki oleh PT. Aqua Golden Missisippi. Atas
dasar tersebut Makhamah Agung berpendapat bahwa antara AQUA dan CLUB AQUA tidak
memiliki perbedaan yang signifikan, dan sebaliknya justru mengandung persamaan pada
pokoknya. Atas putusan tersebut Sudargo Gautama berpendapat bahwa Makhamah Agung
telah memberikan suatu landmark decesion, karena telah memberikan panduan menyangkut
cara mengatasi permasalahan peniruan merek terkenal secara tidak wajar.’

Kedua, mirip dengan merek CLUB AQUA, adalah peniruan merek AQUA yang dilakukan
oleh merek lain AQUARIA yang terdaftar untuk jenis barang minuman ringan, kopi dan teh.
Melalui putusan Nomor 980/K/ Pdt/ 1990 tertanggal 30 Maret 1992 Makhamah Agung
mengabulkan tuntutan PT. Golden Missisippi dan menilai bahwa merek AQUARIA yang
didaftarkan oleh PT. Idotirta Jaya Abadi mengandung persamaan pada pokoknya dengan merek
AQUA sekaligus menyatakan bahawa PT. Indotirta Jaya Abadi telah beritikad buruk dengan
membonceng ketenaran merek AQUA."

Ketiga, sengketa antara merek AQUA dengan INDOAQUA. Pada kasus ini Makhamah Agung
tidak melihat adanya persamaan pada pokoknya antara AQUA dan INDOAQUA, sehingga
melalui Putusan Nomor 04. PK/N/HaK1/2004 tertanggal 4 November 2004, Makhamah Agung
menolak gugatan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh PT. Aqua Golden Missisippi. Merek
INDOQUA yang terdaftar anas nama H.M Mansyur Saerozi tidak mengandung persamaan pada
pokoknya dengan merek AQUA. Putusan Makhamah Agung tersebut didasarkan atas alasan bahwa
anatara AQUA dan INDOQUA tidak terdapat persamaan baik mengenai bentuk, cara penem-
patan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapannya.

Kasus yang menimpa merek AQUA tersebut merupakan suatu contoh bahwa sebagai merek
terkenal, AQUA telah menjadi incaran bagi pihak-pihak yang beritikad buruk untuk men-
dompleng ketenaran suatu merek. Itikad buruk tersebut menjadi pemicu timbulnya sengketa
merek dan merupakan pelanggaran terhadap Pasal 4 UUM. Ketentuan Pasal 4 UUM dengan
tegas mensyaratkan adanya itikad baik bagi pendaftar merek, yang tidak saja merupakan suatu
kewajiban, tetapi juga merupakan ketentuan yang sifatnya memaksa.

Berbagai macam kasus pelanggaran merek tersebut pada umumnya dilakukan dengan
Mendaftarkan merek yang menggunakan tanda yang sama pada pokoknya atau keseluruhannya.
Setelah pendaftarannya diterima, akan digunakan dalam produksi barang atau jasa. Kesalahan
dalarn hal ini sebenarnya tidak hanya pada pelanggar tetapi juga pada aparat pemeriksa merek.
Kesalahan itu karena kurang teliti dan cermat dalam pemeriksaan subtantif terkait dengan
Pendaftaran merek yang dilakukan oleh pelanggar. Merek yang seharusnya ditolak pen-

daftarannya, tetapi oleh aparat pemeriksa merek didaftar, sehingga merugikan pemilik merek
\

*Ibid,, .63,

*Ibid,, . 63.
* Ibid.
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yang sebenarnya." Itu menunjukkan bahwa profesionalisme bagi aparat pemeriksa merek mutlak
diperlukan, sehingga akan mengurangi kasus-kasus serupa. Jangan sampai hal itu menghambat
program Dirjen HKI untuk memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat dalam bidang
pendaftaran hak atas merek. Seringnya Dirjen HKI dijadikan sebagai tergugat membuktikan
bahwa selama ini memang kinerja aparat pemeriksa merek belum optimal dan maksimal. Inj
merupakan suatu tantangan bagi aparat Dirjen HKI, khususnya pemeriksa merek untuk
memberikan pelayanan terbaik bagi pendaftar merek, sehingga ke depan kasus-kasus pelanggaran
merek yang disebabkan karena kesalahan dan kekeliruan pemeriksa merek bisa dikurangi.

Kasus-kasus pemalsuan atau kemiripan merek telah banyak mengakibatkan kehilangan
kesempatan (opportunity loss) pasar yang cukup besar bagi pemilik merek, bahkan tindakan
pemalsuan tidak hanya merugikan pemilik merek, tapi juga berimbas pada konsumen secara
keseluruhan. Kerugian yang paling besar adalah produsen karena ia sebagai pemilik merek,
disamping juga negara. Negara menderita kerugian dari sektor perpajakan. Banyak produk
barang palsu dijual tanpa membayar pajak. Contoh nyata dalam hal ini adalah pemalsuan merek
rokok Craven A dan 555 (Triple Five) yang terjadi beberapa waktu lalu. Rokok palsu tersebut
dijual tanpa diberi cukai rokok. Negara dirugikan puluhan milliar rupiah.'> Kasus pemalsuan
rokok tersebut, rokok Craven A dan 555 dijual secara bebas dengan menggunakan merek palsu.”
Palsu, karena penggunaan merek tersebut melanggar merek yang sama yang telah terdaftar
pada negara. Akibatnya konsumen menderita kerugian, dan juga tentunya produsen. Konsumen
kehilangan rasa (taste) yang asli dari merek yang dipalsu. Mengingat merek yang palsu kualitasnya
tidak senikmat rasa aslinya. Sebaliknya juga produsen rokok selaku pemilik merek rokok Craven
A dan 555. Produsen akan kehilangan kerugian berupa pendapatan dari laba penjualan rokok.
Omset penjualannya akan turun seiring dengan peredaran rokok merek palsu yang harganya
jauh lebih murah.

Kasus pemalsuan merek yang menimpa produsen otomotif PT Astra Daihatsu Motor juga
menimbulkan banyak kerugian pada negara. Temuan pemalsuan merek suku cadang Daihatsu
motor sangat besar, rata-rata sekitar 20 hingga 30 kasus. Temuan tersebut rata-rata berdasarkan
keluhan konsumen yang merasa dirugikan ketika membeli suku cadang asli yang dijamin dengan
garansi satu tahun, namun faktanya mereka memperoleh suku cadang yang palsu.'* Menurut
Vice President Director PT. Astra Daihatsu Motor, Nurtjahyo Darmadji, merek-merek suku
cadang yang palsu tersebut kualitasnya buruk dan tidak sebagus aslinya. Akibatnya pembeli
mengklaim jaminan kepada perusahaan, karena kualitas tidak sesuai dengan harapan. Baik spare
part maupun produk lain, kemiripan maupun pemalsuan merek sering ditemui banyak memberi
dampak buruk. Spare part palsu mudah rusak jika dipakai, dan juga merusak suku cadang
lainnya. Yang lebih parah lagi jika jika suku cadang palsu tersebut memiliki peran penting pada
kendaraan, akibatnya jika rusak di tengah jalan, dapat membahayakan keselamatan pengemudi
dan penumpang. Di bidang makanan dan minuman, jika terlalu banyak mengkonsumsi
makanan dan minuman energy dengan merek palsu yang belum mendapat standarisasi kesehatan
dari instansi terkait, dapat merusak kesehatan tubuh.' Lebih jauh menurut Nurtjahyo, para
pelaku pemalsuan atau kemiripan merek melakukannya karena dalam menjalankan usahanya
ingin cepat memperoleh keuntungan yang besar. Mereka tidak perlu melakukan research and
development (R&D) serta uji coba produk. Sementara biaya terbesar dalam bisnis adalah R&D.

Para pembajak sengaja membuat produk yang mirip dengan produk asli dan kemasannya juga
hampir sama.

""Ridwan Khairandi, Loc. Cit.

? Agung Sujatmiko,” Tindak Pidana Pemalsuan Merek”, Surabaya Post, 20 Mei 2000.
13 [bid.

" Media Indonesia, 6 Juni 2000.

5 Ibid.




pemalsuan merek juga menimpa beberapa perusahaan seperti OREO, EXTRA JOSS,
KOPIKOI AQUA dan lain-lain yang mereknya didompleng oleh pesaing yang mau untung
dengan jalan pintas. Mereka tidak saja dirugikan dari segi penjualan dan keuntungan yang
seharusnya diperoleh, melainkan juga konsumennya dibuat bingung.'®

Cambaran tentang pemalsuan merek tersebut adalah bahwa dalam bisnis, merek memegang
eran utama. Oleh karena itu sebenarnya peraturan perundangan di bidang merek bertujuan
untuk melinungi bisnis dan mencegah orang membonceng reputasi seseorang atau perusahaan.
Jika merek seseorang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek
orang lain, ia telah menyesatkan konsumen. Dalam kaitannya dengan aspek ekonomis, suatu
merek erat kaitannya dengan produk. Produk merupakan barang yang dihasilkan oleh pabrik,
sementara merek merupakan sesuatu yang dicari oleh pembeli. Produk amat mudah ditiru,
sementara merek selalu memiliki keunikan dan nilai tambah yang sangat signifikan. Produk
cepat usang, sementara merek yang sukses akan bertahan sepanjang zaman."

Kekuatan suatu merek menjadi salah satu kunci sukses dalam memasarkan produk. Oleh
karena itu, mengetahui ekuitas sebuah merek di mata konsumen merupakan hal yang sangat
penting. Dalam hal ini, membangun suatu reputasi merek perlu untuk merebut konsumen
dalam persaingan yang makin ketat. Oleh karena itu, merek mempunyai fungsi yang demikian

- penting, maka merek sangat rawan terhadap pembajakan, khususnya merek terkenal.

Pelanggaran merek dalam bentuk peniruan atau lebih dikenal dengan nama pembajakan
merek tidak hanya terjadi di Indonesia saja, tetapi juga di seluruh dunia. Seperti misalnya yang
terjadi di Jerman, akibat pembajakan merek disana, menurut Der Deutshe Industri und Handels
Kammertag (DIHK) semacam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) di Indonesia, akibat pem-
bajakan merek negara Jerman menderita kerugian sebesar 30 milliar euro. Atas dasar itu, untuk
mengantisipasi dan menangkal pembajakan merek khususnya dan HKI pada umumnya, Jerman
sedang mengembangkan technology security yang bekerjasama dengan University of Nebraska,
di Amerika Serikat.’®

4. PENUTUP

Penguatan prinsip itikad baik dalam perjanjian lisensi merek sangat diperlukan, karena
dalam pelaksanaan perjanjian lisensi merek terkenal seringkali terjadi permasalahan terkait
dengan pelaksanaan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Apabila salah sau pihak tidak
melaksanakan kewajibannya dengan baik, maka akan timbul gugatan yang bisa diajukan oleh
salah satu pihak ke pengadilan. Oleh karena itu, para pihak dituntut untuk beritikad baik dalam
melaksanakan kewajibannya masing-masing. Jika para pihak telah melaksanakan kewajibannya
- dengan baik, maka prinsip itikad baik telah terlaksana dengan baik.
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